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BAB I

PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang Penelitian

Era reformasi telah memberikan  warna baru dalam proses pemerintah negara dengan dikeluarkannya peraturan baru tentang otonomi daerah sesuai dengan undang-undang nomor 22 tahun 1999 tentang pemerintah daerah. Paradigma baru dari sentralisasi ke desentralisasi tentunya membutuhkan upaya dari pemerintah untuk menegakkan kemandirian di dalam melaksanakan pembangunan.

Pemerintah daerah harus berjalan sesuai dengan tujuannya yaitu melaksanakan pembangunan yang serasi serta menjamin perkembangan pembangunan daerah, mengingat tidak semua pembiayaan pembangunan dapat diberikan kepada daerah-daerah, maka daerah tersebut dituntut untuk menggali sumber keuangan sendiri berdasarkan perundang-undangan yang berlaku. Sumber pendapatan daerah merupakan sumber keuangan yang meliputi pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan daerah, dan sumber pendapatan lainnya.

Salah satu upaya yang dilakukan untuk mengantisipasi era reformasi adalah dengan cara pembenahan kebijakan fiskal dan moneter. Kebijakan fiskal merupakan suatu kebijakan makro ekonomi yang dilakukan pemerintah untuk mencapai kondisi pertumbuhan dan stabilisator perekonomian dalam pelaksanaan dilapangan yang efektif dan efisien. Hal ini dapat terwujud apabila peraturan dan kebijakan tersebut disusun berdasarkan urgensinya tanpa mengesampingkan azas-azas yang berlaku dalam pemungutan penerimaan negara. Salah satu penerimaan negara berasal dari pajak.  

Pajak merupakan salah satu komponen dari penerimaan negara yang potensial. Penerimaan negara ini selanjutnya dimanfaatkan oleh pemerintah untuk tugas-tugas pemerintah dalam membangun sarana maupun prasarana yang berguna untuk kepentingan umum. 

Sesuai dengan undang-undang nomor 34 tahun 2000 tentang pajak daerah dan retribusi daerah, yang mana pajak daerah ini banyak jenisnya dan pemungutannya berbeda-beda, diantaranya adalah jenis pajak daerah yang ditangani oleh pemerintah daerah propinsi terdiri atas pajak kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan bermotor, pajak bahan bakar kendaraan bermotor dan kendaraan di atas air, pajak atas pemanfaatan air bawah tanah dan air permukaan, yang ditangani oleh pemerintah daerah kabupaten/kota terdiri dari pajak hotel, restoran, hiburan, reklame, penerangan jalan dan pajak parkir, sedangkan yang termasuk pajak pusat adalah pajak bumi dan bangunan dan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan. 

Bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB) merupakan salah satu jenis pajak pusat yang dikenakan kepada setiap orang pribadi atau badan yang mengakibatkan diperolehnya hak atas tanah dan atau bangunan. Untuk memperoleh pendapatan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB) sesuai dengan yang diharapkan, maka perlu merencanakan terlebih dahulu anggaran bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB) yang merupakan pedoman pelaksanaan operasional perusahaan untuk digunakan dalam jangka waktu tertentu yang akan datang, agar perusahaan dapat dengan mudah merealisasikan pemungutan BPHTB sesuai dengan yang diharapkan. Dengan demikian, akan diketahui dengan jelas sisi perbedaan antara target yang dianggarkan dengan hasil realisasi yang diperoleh dalam jangka waktu tertentu. Seperti halnya juga pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Bandung yang melakukan pemungutan pajak terutama BPHTB, yaitu berpedoman pada anggaran yang telah ditetapkan untuk menerima hasil realisasi yang optimal.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian mengenai BPHTB yang selanjutnya dituangkan dalam judul “ANALISIS PERBEDAAN ANGGARAN DENGAN PELAKSANAAN PEMUNGUTAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN  PADA DINAS PENDAPATAN DAERAH KOTA BANDUNG”

1.2  
Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian di atas mengenai latar belakang penelitian pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Bandung, maka dalam skripsi ini penulis mengidentifikasi pada masalah yang dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimana Anggaran BPHTB pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Bandung. 

2. Bagaimana Pelaksanaan Pemungutan BPHTB pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Bandung.

3. Bagaimana Analisis Perbedaan Anggaran dengan pelaksanaan pemungutan BPHTB pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Bandung.

1.3  
Maksud dan Tujuan Penelitian

Maksud penelitian ini adalah untuk menganalisis perbedaan anggaran dengan pelaksanaan pemungutan BPHTB pada Dinas Pendapatan Daerah kota Bandung. 

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui Anggaran BPHTB pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Bandung.

2. Untuk mengetahui pelaksanaan pemungutan BPHTB pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Bandung.

3. Untuk menganalisis perbedaan Anggaran BPHTB dengan Pelaksanaan Pemungutan BPHTB pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Bandung.

1.4  
Kegunaan Penelitian

Ada beberapa kegunaan dari penelitian yang penulis laksanakan, baik bagi penulis sendiri, bagi instansi dan bagi peneliti selanjutnya yang dilaksanakan pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Bandung.

a. Bagi Peneliti
Dapat meningkatkan wawasan dan pengetahuan dalam memahami masalah Pajak BPHTB, menambah pengetahuan mengenai penyusunan anggaran, mengetahui bagaimana pelaksanaan pemungutan BPHTB, serta mengetahui perbedaan anggaran dengan pelaksanaan pemungutannya.
b. Bagi Instansi

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dan manfaat yang berguna dalam menentukan kebijakan selanjutnya, dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi mengenai penyusunan anggaran, serta diharapkan dapat memberikan motifasi yang berguna dalam melaksanakan pemungutan pajak, khususnya mengenai BPHTB.

c. Bagi Peneliti Selanjutnya

Dapat dijadikan sebagai bahan perbandingan atau referensi dalam meningkatkan wawasan dan pengetahuan mengenai perbedaan anggaran dengan pelaksanaan pemungutan BPHTB, sehingga peneliti selanjutnya mampu memberikan informasi mengenai BPHTB yang lebih baik di masa yang akan datang.

1.5 Kerangka Pemikiran dan Hipotesis

1.5.1 
Kerangka Pemikiran

Anggaran merupakan alat manajemen untuk mencapai tujuan perusahaan sehingga anggaran dapat dibuat berdasarkan kondisi perusahaan dan disesuaikan dengan data tertulis mengenai seluruh kegiatan organisasi perusahaan yang dinyatakan dalam bentuk kuantitatif (satuan uang) untuk jangka waktu tertentu.

Suatu anggaran yang baik haruslah mencakup seluruh kegiatan perusahaan, sehingga fungsi-fungsi anggaran dapat berjalan dengan baik. Begitu juga dalam hal penyusunan anggaran harus diatur dan ditata secara sistematis agar pada saat pelaksanaannya dapat dilaksanakan sesuai dengan prosedur yang ada.

Penyusunan anggaran dapat dilakukan melalui beberapa tahap, menurut Nafarin dalam bukunya “Penganggaran Perusahaan” mendefinisikan uraian mengenai tahap-tahap penyusunan anggaran, yaitu :

1. Tahap penentuan pedoman perencanaan (anggaran)

2. Tahap persiapan anggaran

3. Tahap penentuan anggaran

4. Tahap pelaksanaan anggaran

(2000: 8-9)

Berdasarkan definisi diatas dapat disimpulkan bahwa anggaran yang baik harus disusun berdasarkan prosedur yang ada, sehingga pada saat pelaksanaan anggaran tidak mengalami kesulitan, dan akan sangat mudah dalam melakukan evaluasi untuk pelaksanaan anggaran diwaktu yang akan datang.

Salah satu penerimaan negara yang tidak sedikit jumlahnya berasal dari penerimaan pajak, hasil dari penerimaan pajak dipergunakan untuk penyelenggaraan pemerintah dan untuk pelaksanaan pembangunan nasional. Pembangunan nasional yang dilakukan oleh negara kita bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup orang banyak baik spiritual maupun material sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. 

Menurut Mardiasmo dalam bukunya “Perpajakan”, mendefinisikan pajak sebagai berikut :

“Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan Undang-Undang (yang dapat dipaksakan) yang langsung dapat ditunjukkan dana yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum”. 
(2000: 1)

Berdasarkan definisi diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa pajak merupakan pendapatan negara yang dipungut berdasarkan undang-undang yang sifatnya dapat dipaksakan untuk dipergunakan bagi pengeluaran umum. Penerimaan pendapatan negara salah satunya bersumber dari penerimaan pajak dalam hal ini pajak BPHTB yang cukup besar jumlah dan pengaruhnya bagi pembangunan di Indonesia.

Pajak pusat merupakan salah satu sumber pendapatan negara yang dipungut oleh pemerintah yang dilakukan di daerah-daerah untuk menunjang pembangunan dan belanja negara. Menurut Erly Suandi dalam buku “Perpajakan”  mendefinisikan pajak pusat sebagai berikut :

“Pajak pusat ialah pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat, yang menyelenggarakannya di daerah, dilakukan oleh inspeksi pajak setempat dan hasilnya untuk pembiayaan rumah tangga negara pada umumnya”.







     
                      (2002:1)

Berdasarkan definisi diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa pajak pusat adalah pajak yang dirancang secara khusus oleh pemerintah yang dalam pelaksanaannyaakan diselenggarakan di daerah-daerah yang dilakukan oleh inspeksi pajak setempat untuk membiayai pengeluaran negara pada umumnya.
Menurut Markus dalam bukunya “Perpajakan Indonesia” mendefinisikan jenis-jenis pajak pusat  yang diantaranya adalah:

1. “PPh (Pajak Penghasilan)

2. PPN (Pajak Pertambahan Nilai)

3. PPnBM (Pajak Penjualan Atas Barang Mewah)
4. PBB (Pajak Bumi dan Bangunan)

5. BPHTB (Bea Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan)
6. Bea Meterai”.
          (2005:4)
Untuk lebih jelasnya mengenai definisi dari contoh pajak pusat, akan diuraikan sebagai berikut :

1. Pajak Penghasilan (PPh) adalah pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak.
2. Pajak Pertambahan nilai (PPN) adalah pajak yang dikenakan atas konsumsi barang kena pajak di dalam daerah pabean
3. Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) adalah pajak yang dikenakan atas penyerahan barang kena pajak yang tergolong mewah yang dilakukan oleh pengusaha yang menghasilkan barang kena pajak yang tergolong mewah di dalam daerah pabean dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya.
4. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) adalah pajak yang dikenakan kepada setiap orang atau badan yang mempunyai hak/manfaat atas bumi atau memiliki, menguasai/memperoleh manfaat atas bangunan.

5. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan atau Bangunan (BPHTB) adalah pajak yang dikenakan atas perolehan hak atas tanah dan atau bangunan.

6. Bea Meterai adalah pajak yang dikenakan atas dokumen yang disebut dalam undang-undang (kertas, benda meterai, tanda tangan, pemateraian kemudian, pejabat pos).  
Pajak Daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang dipungut oleh pemerintah daerah untuk digunakan dalam menunjang otonomi daerah. Menurut Dipenda dalam buku “Selayang Pandang Dipenda” pendapatan asli daerah didefinisikan sebagai berikut :

“Pendapatan Asli Daerah adalah penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan UU”.                                                                                                         

(2005:21)

Sedangkan menurut Mardiasmo dalam buku “Perpajakan” mendefinisikan pajak daerah sebagai berikut : 

“Pajak Daerah adalah Pajak yang dipungut daerah berdasarkan peraturan pajak yang ditetapkan oleh daerah untuk kepentingan pembiayaan rumah tangga pemerintah tersebut”.

      







       (2003 : 1)

Berdasarkan definisi diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa pendapatan asli daerah bersumber dari masing-masing daerah yang dipungut oleh pemrintah daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri berdasarkan peraturan perpajakan atau undang-undang untuk kepentingan pembiayaan rumah tangga pemerintah daerah tersebut.


Untuk lebih jelasnya mengenai sumber-sumber penerimaan daerah yang berasal dari pajak daerah di bawah ini akan dibahas satu persatu mengenai sumber-sumber  yang menjadi penghasilan Pendapatan Asli Daerah yang nantinya akan dipergunakan untuk pembangunan rumah tangga daerahnya masin-masing.
Menurut Undang-Undang Pajak ditetapkan sebanyak 7 (tujuh) jenis pajak Kabupaten/Kota. Walaupun demikian, Daerah Kabupaten/Kota dapat tidak memungut salah satu atau beberapa jenis pajak yang telah ditetapkan, apabila potensi pajak di Daerah Kabupaten/Kota tersebut dipandang kurang memadai.

Jenis pajak daerah tersebut antara lain :

1. “Pajak Hotel

2. Pajak Restoran
3. Pajak Hiburan
4. Pajak Reklame

5. Pajak Penerangan Jalan
6. Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C
7. Pajak Parkir”.
          (2006:358-359)
Dari jenis pajak daerah diatas dapat diuraikan definisinya  sebagai berikut:

1. Pajak Hotel adalah pajak yang dikenakan atas bangunan yang khusus disediakan bagi orang untuk dapat menginap/istirahat, memperoleh pelayanan dan atau fasilitas lainnya yang dapat dipungut bayaran termasuk bangunan lainnya yang menyatu, dikelola dan dimiliki oleh pihak yang sama, kecuali untuk pertokoan dan perkantoran.

2. Pajak Restoran adalah pajak yang dikenakan atas tempat menyantap makanan dan/atau minuman yang disediakan dengan dipungut bayaran, tidak termasuk usaha jasa boga.
3. Pajak Hiburan adalah pajak yang dikenakan atas semua jenis pertunjukan, permainan, permainan ketangkasan, dan/atau keramaian dengan nama dan bentuk apapun, yang ditonton atau dinikmati oleh setiap orang dengan dipungut bayaran, tidak termasuk penggunaan fasilitas untuk berolahraga.
4. Pajak Reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame yang terdiri dari benda, alat, perbuatan atau media menurut bentuk susunan dan corak ragamnya untuk tujuan komersil, dipergunakan untuk memperkenalkan, menganjurkan, atau memujikan suatu barang, jasa atau orang yang ditempatkan atau dapat dilihat, dibaca, didengar dari suatu tempat oleh umum, kecuali yang dilakukan oleh pemerintah.

5. Pajak Penerangan Jalan adalah pajak yang dikenakan atas penggunaan tenaga listrik, dengan ketentuan bahwa di wilayah daerah tersebut tersedia penerangan jalan, yang rekeningnya dibayar oleh pemerintah daerah.
6. Pajak Pengambilan Bahan Galian C adalah pajak atas kegiatan pengambilan bahan galian golongan C sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
7. Pajak Parkir adalah pajak yang dikenakan atas penyelenggaraan tempat parkir diluar badan jalan oleh orang pribadi atau badan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor dan garasi kendaraan bermotor yang memungut bayaran.                                                                                                         

 
Berdasarkan uraian diatas, penulis hanya akan membahas mengenai pajak yang merupakan pajak pusat, yaitu Bea Perolehan Hak atas Tanah dan atau Bangunan (BPHTB), alasan penulis memilih BPHTB karena BPHTB merupakan salah satu penerimaan negara yang cukup banyak untuk digunakan dalam pembangunan di Indonesia. Selain itu juga BPHTB sampai saat ini mengalami perkembangan yang cukup pesat, ini membuktikan bahwa Wajib Pajak (WP) telah menyadari untuk membayar pajak khususnya bea perolehan hak atas tanah dan atau bangunan.

Bea perolehan hak atas tanah dan atau bangunan dalam penyusunannya dilakukan oleh pemerintah pusat dengan persetujuan Menteri Keuangan, begitu juga dengan proses penyusunan anggarannya dilakukan oleh Pemerintah Pusat dalam hal ini ditangani oleh Dirjen Anggaran. Setelah BPHTB tersebut disusun dengan baik, selanjutnya dilakukan pemberitahuan sekaligus pemungutan kepada wajib pajak yang terutang untuk menyetorkan pajak terutangnya pada tempat-tempat diwilayah kabupaten, kota, atau propinsi yang meliputi letak tanah dan/atau bangunan yang telah diatur oleh pemerintah pusat.

 
Menurut Mardiasmo dalam bukunya “Perpajakan”, mendefinisikan pemungutan pajak sebagai berikut :

“Pemungutan pajak adalah perwujudan dari pengabdian dan peran serta wajib pajak untuk secara langsung dan bersama-sama melaksanakan kewajiban perpajakan yang diperlukan untuk pembiayaan negara dan pembangunan nasional“.
       (2003:11)

Berdasarkan definisi diatas dapat diambil kesimpulan bahwa pemungutan pajak adalah wujud nyata dari wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakan yang digunakan untuk pembiayaan negara dan pembangunan nasional. Dipenda dalam hal ini merupakan salah satu tempat pelaksanaan bea perolehan hak atas tanah dan atau bangunan yang mana wajib pajak bisa datang langsung untuk mendapatkan informasi yang benar menyangkut semua hal tentang BPHTB.

Selain itu yang akan penulis bahas dalam penelitian ini adalah mengenai anggaran yang disusun berdasarkan prosedur yang ada dan telah ditargetkan dengan pelaksanaan pemungutan pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Bandung. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa dalam penyusunan anggaran harus dirancang dengan baik, sehingga dalam pelaksanaannya sesuai dengan yang diharapkan. Setelah pelaksanaan tersebut kemudian dilakukan evaluasi apakah anggaran yang harus ditargetkan untuk tahun selanjutnya ditingkatkan atau sebaliknya mengalami penurunan. Begitu juga dengan pelaksanaan pemungutan BPHTB dilakukan evaluasi, kalau hasil yang didapatkan tidak sesuai dengan yang diharapkan, maka harus lebih meningkatkan kinerja yang sudah dilakukan. Anggaran (target) dan pelaksanaan pemungutan (realisasi) yang akan diteliti yaitu selama periode 5 (lima) tahun dimulai dari 2001 s/d 2005. sebelumnya peneliti akan mengasumsikan pengertian mengenai target dan realisasi tersebut.

Target merupakan rencana yang sudah disusun secara terukur yang akan dicapai secara nyata dalam jangka waktu tertentu, sedangkan realisasi merupakan hasil nyata dari penerimaan target tersebut. Cara perhitungan target pajak BPHTB yaitu berdasarkan pada besarnya pajak terutang dikalikan dengan tarif pajak BPHTB yaitu 5%. Setelah ditetapkan cara perhitungannya maka selanjutnya akan ditentukan cara pemungutannya yang akan dibahas pada bab berikutnya.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk membahas analisis perbedaan anggaran dengan pelaksanaan pemungutan BPHTB pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Bandung. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dalam gambar 1.1.   
























Gambar 1.1 Skema Kerangka Pemikiran

1.5.2 Hipotesis

Hipotesis pada penelitian ini adalah terdapat perbedaan antara anggaran dengan pelaksanaan pemungutan BPHTB.
1.6 Lokasi dan Waktu Penelitian.

Penulis melaksanakan Penelitian pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Bandung yang beralamat di Jalan Wastukencana N0.2 Bandung 40111, dan waktu pelaksanaan penelitian dimulai pada bulan April – Juli 2006.
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